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As long as this is understood, so the severity of the problem of poverty  has to be 
decomposed and solved. This is due to multispektrum of the meaning of poverty, so the 
definition and measurement is not easily accomplished in one sense only. In more detail, 
the theoretical study on the conception of poverty in depth by classifying the definition 
and measurement of poverty in four perspectives (Laderchi,, 2003: 247 -262). First. 
monetary approach, Second, the approach capability, Third, the approach of social 
exclusion  Fourth, the perspective of participatory methods. If mapped, the weakness can 
be explained as follows: first, anti-poverty policies implemented uniformly (general) 
without linking with social context, economics, and culture in each region (community). 
Secondly, the handling of antipoverty programs had bureaucratization too deep, so many 
have failed due to the entanglement procedure is too long., Third last but not least, anti-
poverty policies are often politically motivated diboncengi very thick, so it has no meaning 
for the poor socio-economic strengthening. Some things are worth paying attention to is a 
matter of addressing poverty linkages in accordance with the concept of cultural context, 
poverty is not just the size of the monetary aspects (income) alone, the involvement of 
the poor to define and decide the programs that fit their needs, and the failure of 
bureaucracy to lead and run well of anti-poverty programs. Hence the principles of 
sustainable development will be achieved if supported by good governance (good 
governance). Good governance is considered good if the resources and public issues 
managed effectively, efficiently which is a response to the needs of the community. 
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MULTI SPEKTRUM KEMISKINAN 
Akhir-ahir ini pemerintah sering  dituding ”berbohong” mengenai indikator-indikator 
perekonomian ( angka kemiskinan, besaran pendapatan perkapita dll). Pemerintah pun 
menyangkal keras, dengan menyatakan bahwa angka-angka tersebut resmi berasal dari Badan 
Pusat Statistik (BPS) yang notabene sudah melewati tahap pendataan dan uji ilmiah yang ketat. 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 
Maret 2012 mencapai 29,13 juta orang (11,96 persen dari total penduduk Indonesia),  
berkurang 0,89 juta orang (0,53 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 
2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen). Padahal, berdasarkan target pertama 
pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs), Indonesia terbebas dari 
kemiskinan pada tahun 2015. 
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Apa sebenarnya inti persoalan tudingan itu? Bisa kita lihat bahwa problem pokoknya bersumber 
dari kesenjangan yang luar biasa antara besaran angka-angka tersebut dengan realitas sehari-
hari yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Betapa orang awam tidak tercengang ketika 
BPS melansir bahwa pendapatan perkapita Indonesia pada tahun 2010 mencapai Rp. 27 juta, 
sementara dalam realitasnya mereka harus bergulat menafkai keluarga dengan pendapatan 
yang tak sampai seperduapuluh jumlah tersebut.  
 
Pemerintah mungkin tidak berbohong dengan angka-angka itu, juga tidak memanipulasinya,  
tetapi anka-angka itu sendirilah yang mengandung persoalan ketika mereka dibanggakan 
sebagai tolok ukur kinerja pemerintah.      
 
Seperti yang dipahami selama ini, persoalan kemiskinan telah sedemikian  peliknya untuk diurai 
dan dipecahkan. Hal ini disebabkan adanya multispektrum dari  makna  kemiskinan, sehingga 
definisi dan pengukurannya tidak mudah dituntaskan dalam satu pengertian saja. Merancang 
dan mengembangkan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia tidaklah mudah.  
 
Secara konseptual, perdebatan yang muncul selama ini mengambil tempat yang bisa dipetakan 
dalam dua sisi yang kerap bertabrakan, yakni mendudukkan kemiskinan dalam aspek ekonomi 
semata atau memposisikan kemiskinan sebagai isu sosial. Jika kemiskinan dianggap sebagai 
soal ekonomi, maka biasanya kemiskinan disederhanakan sebagai kekurangan pendapatan 
(perkapita) atau jumlah kalori yang dikonsumsi oleh individu. Sebaliknya, pendekatan sosial 
memandang  kemiskinan itu merupakan keterbatasan individu untuk terlibat dalam partisipasi 
pembangunan, baik akibat ketidakcukupan ketrampilan/pendidikan maupun pengucilan  sosial 
(social exclusion), sehingga membuat individu tersebut tidak mampu memperoleh 
kesejahteraan. Ketegangan dua pandangan itu sampai sekarang belum sepenuhnya bisa 
dicairkan, baik karena alasan sosiologis maupun teknis-ekonomis.  
 
Secara lebih  detail, kajian teoritis tentang konsepsi kemiskinan tersebut dapat diteruskan 
secara mendalam dengan mengklasifikasikan definisi dan pengukuran  kemiskinan dalam 
empat perspektif (Laderchi,, 2003 :247 -262).  
 
Pertama. pendekatan moneter (the monetary appraach), Pendekatan ini yang paling jamak 
digunakan untuk mendefinisikan dan mengukur kemiskinan, yakni melihat kemiskinan sebagai 
kekurangan individu untuk mencapai tingkat konsumsi pendapatan) secara  minimum. . Melalui 
pendekatan ini, kesejahteraan diukur dari total konsumsi (kalori) yang dinikmati oleh individu, 
yakni diukur dari data pengeluaran atau pendapatan. sehingga individu yang memiliki 
pngeluaran atau pendapatan di bawah level minimum (garis kemiskinan) tergolong sebagai  
warga miskin. Pendekatan ini diterima secara populer, baik pada level domestik  maupun 
internasional, salah satunya karena alasan mudah untuk diterapkan dan  gampang dicarikan 
jalan keluarnya.   
  
Kedua, pendekatan  kemampuan (the capability approach). Pendekatan ini, yang   salah satu 
pionernya adalah Amartya Sen, menganggap bahwa pembangunan  seharusnya dilihat sebagai 
ekspansi dari kemampuan manusia (human capabilities), bukan sekadar maksimalisasikan 
kegunaan (utility) atau proksi atas kegunaan itu, yakni  pendapatan. Dengan demikian, 
pendekatan ini menolak konsep pendekatan moneter dan lebih memfokuskan kepada indikator 
kebebasan (freedom) untuk menafkahi nilai-nilai kehidupan itu sendiri.  Secara eksplisit Sen 
menyatakan bahwa hakikat terdalam dari pembangunan adalah kcbebasan  (development as 
freedom). Dengan begitu, tugas terbesar dari pembangunan adalah meruntuhkan sumber-
snmber utama penyebab ketidakbebasan (unfreedom), seperti tirani kemiskinan. kelangkaan 
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peluang   ckonomi sebagai akibat dari perusakan sistem sosial secara sistematis, mengabaikan 
fasilitas publik, dan   represi negara yang tidak dapat ditoleransi. (Amartya Sen, 1999).  
Dalam kerangka konseptual ini, kemiskinan didefinisikan sebagai pencabutan/kehilangan 
(deprivation) kemampuan atau kegagalan individu untuk mencapai kemampuan dasar/minimal, 
di mana kemampuan dasar (Basic capabilites) tersebut tidak lain adalah kapabilitas untuk 
memaksimalisasikan fungsi-fungsi yang penting dari individu agar memperoleh level kecukupan 
hidup yang minimal (minimally adequate levels). Beberapa indikator yang digunakan dalam   
pendekatan ini adalah: harapan hidup, kesehatan, ketangguhan tubuh, perasaan  (imajinasi), 
emosi, dan afiliasi (interaksi sosial,  perlindungan dari diskriminasi).   
 
Ketiga, Pendekatan pengucilan sosial (social exclusion). Pendekatan ini  populer    di negara-
negara maju (industrialized countries) untuk mendeskripsikan terjadinya   proses marjinalisasi 
dan pencabutan hak-hak dasar ekonomi. Meskipun kelihatannya hal   ini muskil, tetapi dalam 
realitasnya masih sering terjadi di negara maju yang telah   menyediakan kesejahteraan secara 
komprehensif. Secara lebih spesifik, komunitas Uni Eropa, misalnya, mendefinisikan pengucilan 
sosial ini sebagai proses di mana individu atau kelompok secara menyeluruh atau parsial 
dikucilkan dari keterlibatan penuh (full partisipation) dalam masyarakat di mana mereka hidup.    
Di negara maju definisi 
tersebut ditejemahkan secara aplikatif melalui variabel-variabel pengukuran semacam 
pengangguran, akses terhadap perumahan, pendapatan minimurn dan kontak sosial, dan 
keterbatasan kewarganegaraan (lack of citizenship) atas hak-hak demokratis 
(democratic rights). Meskipun pendekatan ini populer di negara maju, tetapi sebagian negara 
berkembang juga sudah mengadopsinya, seperti lndia, Venezuela, Tanzania, Tunisia, 
Kamerun, dan Thailand.  
 
Keempat, perspektif metode partisipatif   (participatory methods). Selama ini, baik pendekatan 
moneter maupun kemampuan, melihat kemiskinan sebagai soal yang selalu didefinisikan dari 
pihak luar (externally imposed), tanpa pernah melihat kemiskinan dari perspektif kaum miskin 
sendiri (views of poor people themselves). Pendekatan ini, yang diinisiasi oleh Chambers, 
bertujuan untuk merombak dan mengubah praktik turun-temurun tersebut dengan melibatkan 
mereka dalam pengambilan keputusan untuk mendefinisikan kaum miskin dan besaran 
(magnitude)  kemiskinan. Konsep penilaian kemiskinan partisipatif (PPA/participatory poverty 
assessment) ini diadopsi dari konsep 'participatory rural appraisal (PRA), yang didefinisikan 
sebagai metode untuk memampukan masyarakat lokal untuk berbagi, merencanakan dan 
bertindak.  Dalam operasionalisasinya prinsip-prinsip yang digunakan dalam aplikasi PRA 
adalah: suatu  pembalikan pemahaman (belajar dari masyarakat desa). belajar secara cepat 
dan progresil. menyeimbangkan bias, optimalisasi pertukaran, membuat .jaringan titik-titik 
pengukuran.  
 
Mencari  keanekaragaman, pemberian fasilitas (untuk penyelidikan. analisis, penyajian. dan 
pemahaman oleh  masyarakat desa sendiri), kesadaran dan tanggung jawab diri yang kritis. 
dan saling berbagi informasi dan  gagasan antar masyarakat antar elemen. (Lihat Robert 
Chambers, 1996).  Secara praktikal, pendekatan ini dibagi dalam tiga kategori, yakni (i) 
diasosiakan dengan penentuan diri (self-determination) dan pemberdayaan; (ii) diasosiakan 
dengan peningkatan efisiensi program, dan (iii) menekankan pada pembelajaran yang 
menguntungkan (mutual learning).   Tentu saja pendekatan yang terakhir ini lumayan rumit 
untuk diaplikasikan; karena menyangkut  aspek yang multiragam, seperti sosial, budaya, 
ekonomi, dan lokalitas lingkungan  politik. Tetapi, kecenderungannya model ini sekarang mulai 
intensif dikerjakan karena  dipandang pendekatan-pendekatan terdahulu gagal untuk 




MERETAS KEBIJAKAN MENGATASI  KEMISKINAN  
Apabila perspektif definisi dan pengukuran kemiskinan di atas direlasikan dengan penanganan 
masalah kemiskinan di lndonesia, maka akan didapati sebuah deskripsi yang menarik.  
 
Pertama, seperti sudah dimengerti oleh semua kalangan. persoalan kemiskinan ini telah 
ditangani oleh pemerintah sejak puluhan tahun lalu.  khususnya semasa pemerintahan Orde 
Baru. Beragam kebijakan penanganan      kemiskinan sudah diproduksi dengan tingkat 
intensitas dan besaran yang berbeda-beda. Hasilnya di samping terdapat beberapa program 
penanganan kemiskinan yang cukup berhasil, juga terdapat banyak kebijakan kemiskinan yang 
gagal mencapai tujuannya. 
 
Kedua bila diurai secara saksama, terdapat fakta bahwa pemerintah telah mencoba  menangani 
persoalan kemiskinan dari banyak spektrum, di mana hal ini bisa  diidentifikasi dari beragam 
kebijakan yang diluncurkan. Kebijakan tersebut ada yang berbasis sektor (misalnya 
memisahkan sektor pertanian, industri, dan jasa), wilayah (desa dan kota, atau wilayah timur 
dan barat), dan alokasi sumberdaya (subsidi  input, skema keuangan/permodalan, dan 
distribusi/pemasaran). Menyangkut durasi waktu, program-program anti kemiskinan tercatat 
sudah    dikerjakan sejak lama. Misalnya, sejak awal dekade 1960-an pemerintah telah 
menangani kemiskinan lewat program pemenuhan kebutuhan  pokok rakyat yang dituangkan 
dalam Pembangunan Nasional Berencana Delapan Tahun (Penasbede),  kemudian pada 
dekade 1970-an dimulai program Bimbingan Massal (Bimas) dan  pembukaan akses 
permodalan terhadap penduduk miskin (terutama yang bekerja di  sektor pertanian), dan 
dilanjutkan pada dekade 1980-an dengan kebijakan pengurangan kemiskinan yang dilakukan 
secara massif.  
 
Secara lebih lanjut, pada awal-awal dekade  1990-an diinisiasi program kemitraan (bapak 
angkat) antara usaha besar dan kecil agar  terdapat hubungan yang saling menguntungkan. 
Seluruh program-program tersebut  sempat terinterupsi pada tahun  1997/1998 akibat 
instabilitas politik yang dipicu oleh  krisis ekonomi yang sangat dalam. Pemerintah  kemudian 
berkonsentrasi lagi pada medio tahun 2000 untuk menangani soal kemiskinan setelah situasi 
politik mulai stabil, yang sekarang ini program PNPM Mandiri dan program MDGs. Jadi, tampak 
bahwa komitmen pemerintah untuk menyelesaikan masalah kemiskinan ini  sudah tumbuh 
sejak lama.  Serangkaian kebijakan pengurangan angka kemiskinan di atas,   
 
Jika dipetakan, kelemahan itu dapat dijelaskan sebagai berikut: pertama, kebijakan 
antikemiskinan dilaksanakan secara seragam (general) tanpa mengaitkan dengan konteks 
sosial, ekonomi, dan budaya di setiap wilayah (komunitas).  Akibatnya, kebijakan sering tidak 
relevan disatu tempat (komunitas), walaupun di tempat (komunitas) lain program itu berhasil. " 
definisi dan pengukuran kemiskinan lebih banyak dipasok dari pihak luar (externally imposed) 
dan memakai parameter yang terlalu ekonomis (moneter). lmplikasinya, konsep penanganan 
kemiskinan mengalami bias sasaran dan mereduksi hakikat dari kemiskinan itu sendiri. Kedua,  
penanganan program antikemiskinan mengalami birokratisasi yang terlampau dalam, sehingga 
banyak yang gagal akibat belitan prosedur yang terlampau panjang., last but not least, 
kebijakan antikemiskinan sering diboncengi dengan motif politik yang amat kental, sehingga 
tidak memiliki makna bagi penguatan sosial ekonomi kelompok miskin. Ketiga, konsep 
pengentasan kemiskinan belum diintegrasikan dengan peran swasta (perusahaan) dengan 




Satu hal lagi yang perlu untuk dipertimbangkan dengan  saksama, terdapat cukup fakta bahwa 
kebijakan antikemiskinan dalam  operasionalisasinya kerap dibajak oleh kelompok-kelompok 
tertentu, entah elemen   pemerintah (birokrasi), masyarakat (pelaku ekonomi skala besar). 
maupun kelompok kritis (misalnya Ornop/LSM), sehingga penikmat kebijakan antikemiskinan 
tersebut bukanlah kaum miskin itu sendiri. banyak LSM 'merpati' yang memperoleh profit 
dengan memanfaatkan celah ketidaklayakan konsep yang didesain oleh pemerintah.   
 
 
BIROKRASI : KEKUATAN ATAU ANCAMAN 
Dalam literatur ilmu sosial, birokrasi umumnya dipandang sebagai aktor yang sekadar 
menerapkan kebijakan yang telah diputuskan oleh pihak yang memiliki otoritas. Namun, dengan 
memperhatikan berbagai pengalaman yang ada di masyarakat akan didapati kenyataan bahwa 
birokrasi tidak hanya mendominasi kegiatan administrasi pemerintahan, tetapi juga kehidupan 
politik masyarakat secara keseluruhan. Di banyak negara yang sedang membangun, aparat 
negara itulah yang menjadi.inisiator dan perencana pembangunan yang mencari dana dan yang 
menjalan- kan investasi pembangunan. lmplikasinya, birokrasi sekaligus menjadi manajer 
produksi maupun redistribusi outputnya, bahkan juga menjadi konsumen terbesar dari hasil 
kegiatan pembangunan itu.  
 
Jadi, birokrasi negara muncul bukan sekadar untuk mengantisipasi perluasan dan kompleksitas 
tugas-tugas administratif pemerintahan. Di sini tampak bahwa wilayah  birokrasi dapat diurai 
dalam dua level. pertama, mengurusi tugas teknis-administratis pemerintahan. Ke dua, 
membuat perencanaan dan implementasi program pemerintah yang langsung bersentuhan 
dengan masyarakat. Tentu tidak ada yang salah dengan fungsi birokrasi di atas, karena sudah 
lazim  dikerjakan semua birokrasi di dunia. Masalahnya, pada saat fungsi perencanaan dan 
implementasi program tersebut menyatu, selalu terdapat dilema antara menempatkan birokrasi 
sebagai aktor pembangunan (sampai tahap implementasi) atau sekadar memposisikan 
birokrasi sebagai penentu target dan pemandu program.  
 
Jika pilihan pertama yang diambil, maka sering kali program pembangunan, khususnya 
kebijakan  Anti kemiskinan, gagal mencapai tujuannya karena berhadapan dengan watak 
birokrasi yang terlampau prosedural sehingga tidak responsif dengan kebutuhan. Sebaliknya, 
apabila pilihan kedua yang diambil, maka birokrasi akan kehilangan ruang untuk turut 
mempengaruhi secara langsung proses pembangunan, dalam hal ini kebijakan  antikemiskinan. 
Dilema ini tidak mudah untuk dipecahkan, karena masing-masing pilihan menimbulkan biaya 
yang tidak sedikit, lebih-lebih apabila motif ekonomi dan  politik birokrasi dipertimbangkan 
sebagai variabel tersendiri.  Belajar dari pelaksanaan kebijakan PNPM Mandiri ini, segera 
tampak dua hal  penting menyangkut peranan birokrasi .  
 
Pertama, peranan birokrasi terlalu dalam  sehingga proses yang paling teknis sekalipun 
ditangani oleh birokrasi, misalnya  penyaluran dana. Akibatnya, penyaluran dana kerap 
terlambat akibat prosedur  birokrasi yang tidak ramah dengan kebutuhan masyarakat, bahkan 
tidak responsif  terhadap jadwal yang telah disusunnya sendiri 
 
Kedua, pernah birokrasi yang eksesif  mengakibatkan munculnya bias dalam implementasi 
pogram, misalnya soal penentuan siapa yang berhak memperoleh kredit usaha. Hal ini terjadi 
karena birokrasi bukanlah  agen yang netral, tetapi dipenuhi oleh beragam motif yang 
bersumber dari  kepentingan-kepentingan ekonomi maupun politik. Dengan deskripsi tersebut, 
tampak  bahwa birokrasi akhirnya lebih nampak menjadi ancaman dari implementasi program   
antikemiskinan ketimbang sebagai kekuatan yang hadir untuk mensukseskan  kebijakan 
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tersebut. Faktor inilah yang nantinya harus menjadi bahan kajian penting  untuk menentukan 
peran  dan letak birokrasi dalam program antikemiskinan. 
 
 
PERAN PEMERINTAH DALAM KEBIJAKAN SOSIAL 
Deskripsi di atas tentu saja menjadi pembelajaran yang sangat baik bagi pemerintah Indonesia 
untuk memformulasikan kebijakan antikemiskinan yang lebih baik, Beberapa hal yang layak 
untuk diperhatikan adalah soal keterkaitan konsep penanganan kemiskinan sesuai dengan 
konteks budaya masyarakat, ukuran kemiskinan yang bukan sekadar aspek moneter 
(pendapatan) semata, keterlibatan kaum miskin untuk mendefinisikan dan memutuskan 
program yang sesuai dengan kebutuhannya, dan kegagalan birokrasi untuk menuntun dan 
menjalankan secara baik dari program antikemiskinan. Hal yang penting lainnya, sering kali 
kebijakan antikemiskinan gagal dijalankan bukan akibat konsep yang buruk, tetapi akibat 
ketergesa-gesaan pengambil kebijakan (pemerintah/birokrasi) untuk menjalalnkan program 
tersebut tanpa diimbangi dengan infrastrurktur yang memadai sebagai prasyarat keberhasilan 
program. Lebih parahnya lagi, acapkali birokrasi terjebak untuk melihat hasil program yang 
diluncurkannya secara cepat. padahal dampak (impact) dari suatu kebijakan pasti memerlukan 
waktu yang tidak pendek (time lag).  
 
Masalahnya, jika hasil itu tidak segera tampak, birokrasi biasanya langsung  menghentikan dan 
mengganti dengan kebijakan baru lainnya. Mestinya, kebijakan  kemiskinan tersebut harus 
memiliki target indikator, baik waktu maupun capaian-  capaian sosial ekonomi, sehingga 
evaluasi kegagalan atau keberhasilannya diukur dari  indikator-indikator tersebut. Praktik yang 
sering terjadi, kebijakan antikemiskinan dikerjakan tanpa pemanfaatan target keberhasilan 
sehingga alat ukur untuk menilainya  menjadi sumir. Selanjutnya, yang terjadi adalah bongkar 
pasang kebijakan sehingga  tidak memiliki, efek keberlanjutan.  
 
Pendapatan kaum miskin mungkin saja meningkat ketika kebijakan diluncurkan, tapi sebetulnya 
tidak  terjadi transfer daya (power) sehingga dalam jangka panjang mereka rentan masuk  
dalam jurang kemiskinan lagi, karena tidak termaktub nilai pemberdayaan (empowerment) di 
dalamnya. Implikasinya, kaum miskin tidak memiliki proses pembelajaran sosial (yang ada 
hanya pembelajaran ekonomi, itupun semu) yang sangat penting sebagai pilar partisipasi dan 
penghidupan kelembagaan lokal. Hal-hal seperti inilah yang relatif belum tersentuh dari 
kebijakan arrtikemiskinan di Indonesia, termasuk  kebijakan PNPM mandiri dan BLT (Bantuan 
Langsung Tunai).  
 
Salah satu hal penting yang perlu ditangani adalah memformalisasikan hak kepemilikan kaum 
miskin melalui beberapa cara. Namun, dari beberapa modus yang bisa dipakai, ide yang 
ditularkan oleh de Soto dengan melakukan sertifikasi aset tidur kaum miskin merupakan 
gagasan yang murah dan mudah untuk diterapkan. Studi yang dilakukan oleh De Soto (2000:6-
7) menunjukkan bahwa sebenarnya kaum miskin itu  memiliki modal; hanya tidak dapat 
dimanfaatkan karena tidak ada hak kepemilikan  (poverty rights) yang jelas. Misalnya, mereka 
punya lahan tanpa sertifikat, memiliki rumah tanpa IMB, dan mempunyai-usaha tanpa surat ijin. 
Itu semua membuat aset-aset menjadi mati, sehingga tidak dapat digunakan untuk masuk ke 
pasar, seperti menjadi agunan untuk mengambil kredit. Oleh karena itu, program 'representasi 
aset' (aset representation) merupakan hal niscaya yang harus dikerjakan oleh pemerintah, agar 
rakyat kecil bisa menggerakkan kegiatan ekonominya. 
 
Oleh karena itu konsep pembangunan berkelanjutan adalah suatu yang perlu untuk dimasukkan 
dalam kebijakan sosial. Komisi Dunia untuk lingkungan dan pembangunan (WCED) yang 
493 
 
pertama kali menggulirkan pembangunan berkelanjutan mendefinisikan bahwa pembangunan 
berkelanjutan adalah pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi 
sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi 
kebutuhan mereka sendiri. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang 
diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan 
kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Makanya 
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan tersebut akan bisa terwujud jika didukung oleh 
Pemerintahan yang baik (good governance). Good governance dikategorikan baik jika sumber-
sumber daya dan masalah-masalah publik dikelola secara efektif, efisien yang merupakan 
respon terhadap kebutuhan masyarakat. Good governance sebagaimana dirumuskan oleh 
ICEL (1999) mempersyaratkan lima hal: 
1. lembaga perwakilan yang mampu menjalankan fungsi kontrol dan penyalur aspirasi 
masyarakat (effective representative system) 
2. pengadilan yang mandiri, bersih dan profesional (judicial independence) 
3. birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan memiliki integritas    
(reliable and responsive bureaucracy) 
4. masyarakat sipil sehingga mampu melaksanakan fungsi kontrol (strong and 
participatory civil society). Masyarakat yang partisipatif yang dicerminkan dalam 
bentuk public pressure akan membantu penegakan  hukum lingkungan. 
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